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Abstrak: Penanggalan Hijriah memiliki posisi penting dalam 

sistem administrasi berbasis syariat Islam di Provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan 

anjuran penggunaan penanggalan Hijriah dalam 

dokumen resmi pemerintah dan lembaga swasta di 

Aceh, serta menilai konsistensi implementasi kriteria 

penanggalan tersebut sesuai dengan Qanun Provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002. 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan 

(library research) dengan pendekatan deskriptif-

analitis. Sumber data utama meliputi Qanun 

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan data 

ephemeris hisab-rukyat dari tahun 2019 hingga 

2023. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 

studi pustaka terhadap dokumen resmi pemerintah 

dan lembaga swasta. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa anjuran penggunaan penanggalan Hijriah 

didasarkan pada komitmen penerapan syariat Islam 
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secara menyeluruh dan sebagai bentuk syiar Islam 

dalam kehidupan masyarakat Aceh. Namun 

demikian, implementasi kriteria penanggalan 

Hijriah dalam dokumen resmi belum menunjukkan 

konsistensi dengan standar kriteria yang digunakan 

oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Hal 

ini menandakan perlunya harmonisasi dan 

penguatan sistem penanggalan Hijriah agar lebih 

sesuai dengan kaidah hisab-rukyat nasional. 

Kata Kunci:   Penanggalan Hijriah, Qanun Aceh, dokumen resmi, 

kriteria MABIMS, kriteria Neo-MABIMS. 

 

Abstract: The Hijri calendar holds a significant position within 

the sharia-based administrative system in the Province 

of Nanggroe Aceh Darussalam. This study aims to 

analyze the underlying rationale for the 

recommendation to use the Hijri calendar in official 

documents of government and private institutions in 

Aceh, as well as to assess the consistency of the 

implementation of Hijri calendar criteria in 

accordance with Qanun of the Province of Nanggroe 

Aceh Darussalam Number 11 of 2002. This research 

is a  library study with a descriptive -analytical 

approach. The primary data sources include the 

Qanun of Nanggroe Aceh Darussalam and ephemeris 

data of hisab-rukyat from 2019 to 2023. Data 

collection was conducted through literature review of 

official documents from government and private 

institutions. The results of the study indicate that the 

recommendation to use the Hijri calendar is based on 

a commitment to the comprehensive implementation 

of Islamic law and serves as a form of Islamic 

propagation in the daily life of Acehnese society. 
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However, the implementation of Hijri calendar 

criteria in official documents has not yet shown 

consistency with the standards used by the Ministry 

of Religious Affairs of the Republic of Indonesia. This 

indicates the need for harmonization and 

strengthening of the Hijri calendar system to better 

align with national hisab-rukyat guidelines. 

Keywords:  Hijri calendar, Aceh Qanun, official documents, 

MABIMS criteria; Neo-MABIMS criteria. 

 

Pendahuluan 

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan salah 

satu daerah di Indonesia yang memperoleh status otonomi 

khusus berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan 

Provinsi Daerah Istimewa Aceh.1 Keistimewaan ini kemudian 

diperkuat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah 

Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.2 

Salah satu implikasi dari status otonomi khusus tersebut adalah 

kewenangan untuk memberlakukan syariat Islam secara 

menyeluruh dalam kehidupan masyarakat, yang kemudian 

direalisasikan melalui regulasi lokal yang dikenal sebagai 

 
1 Debora Sanur, “Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Aceh 

[Implementation of Special Autonomy Policies In Aceh],” Jurnal Politica 

Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional 11, 

no. 1 (2020): 65–83, https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1580. 
2 A. Rahmat Rosyadi dan H. M. Rais Ahmad, Formalisasi Syariat Islam Dalam 

Perspektif Tata Hukum Indonesia, 1 ed. (Ciawi, Bogor: Ghalia Indonesia, 

2006), 164. 
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Qanun.3 

Qanun sebagai peraturan daerah di Provinsi Nanggroe 

Aceh Darussalam merupakan bentuk konkret dari pemberian 

otonomi luas kepada Pemerintah Aceh. Hal ini diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh, yang menyatakan bahwa Qanun 

merupakan sarana legislasi daerah yang memungkinkan 

masyarakat turut serta dalam merumuskan, menetapkan, dan 

mengevaluasi kebijakan daerah.4 Dalam praktiknya, Qanun 

menjadi instrumen hukum untuk mengatur aspek kehidupan 

masyarakat Aceh, termasuk dalam pelaksanaan syariat Islam di 

berbagai bidang. 

Ruang lingkup pelaksanaan syariat Islam di Aceh 

mencakup aspek akidah, ibadah, dan syiar Islam sebagaimana 

diatur dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 

Nomor 11 Tahun 2002. Dalam Qanun ini, akidah dimaknai 

sebagai akidah Islamiyah yang mengikuti manhaj Ahlussunnah 

wal Jamaah, berdasarkan kriteria yang tertuang dalam Fatwa 

MPU Aceh Nomor 04 Tahun 2011.5 Ibadah dipahami sebagai 

bentuk penghambaan kepada Allah Swt., dengan contoh 

spesifik berupa shalat dan puasa Ramadan. Sementara itu, syiar 

Islam dijelaskan sebagai berbagai aktivitas yang mengandung 

nilai ibadah guna mengagungkan ajaran Islam dalam 

 
3 Rosyadi dan Ahmad, Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata 

Hukum Indonesia, 165. 
4 Khalisatun Nurussa’adah, “Penerapan Syariat Islam di Nanggroe Aceh 

Darussalam (NAD) dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia,” Lex 

Mercatoria 1, no. 1 (2024): 61–72. 
5 Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Fatwa Majelis Permusyawaratan 

Ulama Aceh Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Kriteria Aqidah Ahlussunnah 

Wal Jamaah (2011), 4.  



Konsistensi Implementasi Kriteria Penanggalan Hijriah  

dalam Dokumen Resmi Pemerintah Aceh  

 

 

 

187 Azimuth 

Vol. 6. No. 2. Juli 2025 

kehidupan masyarakat. 

Salah satu bentuk implementasi syiar Islam yang 

disebutkan dalam Qanun tersebut adalah penggunaan 

penanggalan hijriah dalam dokumen resmi pemerintahan 

maupun lembaga swasta. Dokumen resmi seperti ijazah, akta 

kelahiran, akta notaris, dan sertifikat tanah dianjurkan untuk 

mencantumkan tanggal hijriah di samping tanggal masehi.6 

Praktik ini dimaksudkan untuk memperkuat identitas Islam 

dan nilai-nilai syariat dalam kehidupan administrasi dan sosial 

masyarakat Aceh. 

Namun, penggunaan penanggalan hijriah tersebut 

menimbulkan persoalan tersendiri, khususnya terkait 

ketidakkonsistenan dalam penetapan awal bulan kamariah. 

Perbedaan pandangan dan metode antara otoritas hisab dan 

rukyat, serta belum adanya otoritas tunggal yang diakui secara 

nasional untuk menetapkan awal bulan hijriah, menjadi sumber 

ketidakselarasan dalam implementasinya. Hal ini menjadi 

perhatian publik, terutama dalam penetapan bulan-bulan 

penting seperti Ramadan, Syawal, dan Zulhijah yang berkaitan 

langsung dengan ibadah umat Islam. 

Seiring dengan perkembangan sistem penanggalan Islam 

di Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia bersama 

negara anggota MABIMS telah menyepakati penggunaan 

kriteria hisab-rukyat terbaru, yakni kriteria Neo MABIMS.7 

 
6 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 

Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam 

(2002), 14.  
7 Yuniar Wahyuningsih, “Implementasi Kriteria Neo-MABIMS dalam 

Penentuan 1 Syawal 1443 H di Indonesia,” Azimuth: Journal of Islamic 

Astronomy 5, no. 1 (t.t.): 65–82. 
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Kriteria ini menetapkan tinggi hilal minimal 3° dengan elongasi 

minimal 6,4°, menggantikan kriteria lama yang menggunakan 

standar lebih rendah.8 Meski begitu, Qanun Provinsi Nanggroe 

Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 maupun regulasi 

turunan lainnya belum secara eksplisit menyebutkan kriteria 

hisab-rukyat yang menjadi acuan dalam penetapan kalender 

hijriah di Aceh. 

Ketiadaan kejelasan mengenai standar kriteria 

penanggalan hijriah yang digunakan berpotensi menimbulkan 

inkonsistensi dalam implementasi syariat Islam secara 

administratif. Hal ini dapat berdampak pada keseragaman 

penanggalan dalam dokumen resmi yang dibuat oleh instansi 

pemerintahan dan lembaga swasta di Aceh, serta berpengaruh 

terhadap kredibilitas pelaksanaan syariat Islam di mata 

masyarakat. 

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan 

untuk mengkaji dasar pertimbangan anjuran penggunaan 

penanggalan hijriah dalam dokumen resmi di Provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam serta menilai konsistensi 

implementasi kriteria penanggalan tersebut. Studi ini 

difokuskan pada analisis terhadap Qanun Provinsi Nanggroe 

Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 sebagai landasan 

hukum utama dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh, guna 

memberikan rekomendasi terhadap harmonisasi sistem 

penanggalan hijriah dengan standar nasional. 
 

Metode 

Penelitian dalam artikel ini termasuk penelitian 

 
8 Siti Tatmainul Qulub, Dinamika Penentuan Awal Bulan Hijriah di ASEAN 

(Malang: CV. Maknawi, 2025), 33. 
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kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-

analitis. Data yang dikumpulkan mencakup dua hal utama, yaitu 

dasar pertimbangan anjuran penggunaan penanggalan hijriah 

dalam dokumen resmi pemerintah/lembaga swasta di Provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam, serta implementasi kr iteria 

penanggalan hijriah dalam dokumen resmi tersebut. Sumber data 

utama berasal dari Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 

Nomor 11 Tahun 2002 dan beberapa qanun lainnya yang 

diterbitkan antara tahun 2019 hingga 2023, seperti Qanun Aceh 

Nomor 4 Tahun 2019, Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 

Tahun 2020, dan lainnya. Selain itu, digunakan juga data 

ephemeris hisab-rukyat dari Kementerian Agama Republik 

Indonesia serta referensi dari buku dan karya ilmiah yang relevan. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka 

dengan menelaah dokumen-dokumen resmi dan sumber tertulis 

lainnya. Seluruh data dianalisis dengan teknik deskriptif-analitis 

untuk menguraikan konsep penanggalan hijriah di Indonesia 

beserta kriteria MABIMS dan Neo MABIMS, lalu dibandingkan 

dengan penanggalan hijriah yang tercantum dalam dokumen 

resmi guna menilai tingkat konsistensi penerapannya di Aceh. 

 

Pelaksanaan Syariat Islam melalui Qanun di Provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam 

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki 

karakteristik khas sebagai wilayah yang secara historis dan 

sosiologis menjadikan Islam sebagai dasar kehidupan 

masyarakatnya. Sejak masa Kesultanan Aceh Darussalam, 

penerapan syariat Islam telah menjadi pilar dalam berbagai aspek 
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kehidupan, termasuk dalam hukum, pemerintahan, dan budaya.9 

Masa kejayaan Aceh pada abad ke-17 hingga pertengahan abad 

ke-19 menunjukkan kuatnya integrasi nilai-nilai Islam dalam 

kehidupan masyarakat, sebagaimana tergambar dalam ungkapan 

lokal seperti ά!Řŀǘ ōŀƪ tƻǘŜǳƳŜǳǊŜǳƘƻƳΣ ƘǳƪƻƳ ōŀƪ {ȅƛŀƘ 

YǳŀƭŀΣ ǉŀƴǳƴ ōŀƪ tǳǘǊƻŜ tƘŀƴƎΣ ǊŜǳǎŀƳ ōŀƪ [ŀƪǎŀƳŀƴŀΦέ 10 

Namun, sejak pertengahan abad ke-20, penerapan syariat 

Islam mengalami kemunduran karena berbagai faktor internal 

dan eksternal. Hal ini berdampak pada melemahnya fondasi 

sosial dan kultural masyarakat, yang mendorong munculnya 

kerinduan kolektif untuk mengembalikan nilai-nilai Islam 

sebagai pedoman utama kehidupan. 

Memasuki era modern, semangat untuk menghidupkan 

kembali penerapan syariat Islam menguat pascareformasi 1998. 

Aspirasi tersebut kemudian diakomodasi melalui regulasi 

nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh 

dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus bagi Provinsi Aceh. Berdasarkan dasar hukum tersebut, 

Pemerintah Aceh menetapkan berbagai Qanun sebagai 

instrumen formal pelaksanaan syariat Islam, termasuk Qanun 

Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di 

bidang akidah, ibadah, dan syiar Islam.11  

 
9 Suadi Zainal, “Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Perdamaian dalam 

Tinjauan Sosio Historis,” Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & 

Aplikasi) 16, no. 1 (2022): 87 –104, 

https://doi.org/10.24815/jsu.v16i1.25706. 
10 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 

Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam. 
11 Mariadi, “Pelaksanaan Syariah Islam Pada Qanun Nomor 11 Tahun 2002 

Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam,” Legalite꜡: Jurnal Perundang 
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Penerapan syariat Islam melalui Qanun mencakup aspek 

akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak, serta mengatur 

mekanisme penegakan hukum melalui lembaga eksekutif, 

legislatif, dan yudisial di bawah pengawasan Wilayatul Hisbah.12 

Salah satu aspek syiar Islam yang ditekankan dalam Qanun 

adalah pentingnya penggunaan kalender hijriah dalam 

kehidupan administratif. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 

secara eksplisit memerintahkan agar semua surat dan dokumen 

resmi di Provinsi Aceh mencantumkan penanggalan hijriah di 

samping penanggalan masehi, serta mengharuskan peringatan 

hari besar Islam secara konsisten menggunakan penanggalan 

hijriah. 

Namun, implementasi ketentuan tersebut masih 

menghadapi tantangan, terutama dalam ketersediaan kalender 

hijriah yang sahih dan mudah diakses. Hingga kini, belum 

tersedia fatwa resmi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) 

Aceh yang menetapkan kriteria kalender hijriah, batas wilayah 

pemberlakuan, dan otoritas tunggal dalam penetapan kalender, 

sebagaimana yang diamanatkan oleh Qanun. Akibatnya, 

informasi kalender hijriah yang beredar di masyarakat cenderung 

beragam dan belum terstandardisasi. Selain itu, situs resmi Dinas 

Syariat Islam Provinsi Aceh belum menyediakan fitur kalender 

hijriah yang dapat diakses publik, yang menghambat edukasi 

masyarakat dalam memahami dan menggunakan penanggalan 

hijriah secara tepat. 

 
Undangan dan Hukum Pidana Islam  3, no. II (2018): 113 –54, 

https://doi.org/10.32505/legalite.v3iII.1106. 
12 Nurussa’adah, “Penerapan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam 

(NAD) dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia.” 
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Keterbatasan akses ini berdampak pada rendahnya literasi 

generasi muda Aceh terhadap bulan-bulan dalam kalender 

hijriah, yang menyebabkan mereka lebih akrab dengan 

penanggalan masehi. Akibatnya, berbagai peristiwa penting—

seperti ulang tahun, pernikahan, maupun peringatan musibah 

dan perdamaian—lebih sering dikaitkan dengan penanggalan 

masehi daripada hijriah, sehingga semangat syiar Islam yang 

terkandung dalam penggunaan kalender hijriah belum 

sepenuhnya terinternalisasi dalam kehidupan sosial masyarakat. 

 

Penggunaan Penanggalan Hijriah dan Masehi dalam 

Dokumen Resmi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam  

Kalender Hijriah telah lama dikenal dan digunakan di 

Aceh, setidaknya sejak masa Kerajaan Samudera Pasai yang 

berdiri pada abad ke-7 H/13 M hingga abad ke-10 H/16 M. 

Tradisi ini berlanjut pada masa Kerajaan Aceh Darussalam dan 

tetap lestari hingga sebelum penjajahan. Pada setiap periode 

pemerintahan Kerajaan Aceh Darussalam, kalender Hijriah selalu 

digunakan, seperti terlihat dalam surat-surat kerajaan yang 

menggunakan penanggalan ini. Oleh karena itu, kalender Hijriah 

sangat familiar dan akrab dalam kehidupan masyarakat Aceh, 

ditambah dengan banyaknya ritual adat, pantangan, dan ritual 

keagamaan yang terkait erat dengan perhitungan kalender 

Hijriah13.  

Beberapa contoh adat dan ritual yang menggunakan 

kalender Hijriah di Aceh antara lain: pantangan turun sawah 

setiap hari Rabu di akhir bulan Hijriah yang dikenal sebagai hari 

 
13 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 

Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam.  
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nahah (naas atau hari sial)14, serta berbagai ritual keagamaan 

seperti peringatan 1 Muharram, maulid Nabi yang dirayakan 

selama empat bulan (Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, 

dan Jumadil Akhir), khanduri Asyura pada tanggal 10 

Muharram, dan khanduri buruat atau khanduri nisfu Syakban 

pada malam 15 Syakban (Cut Zahrina 2013). Semua aktivitas ini 

sangat erat kaitannya dengan kalender hijriah, sehingga sangat 

wajar dan layak jika kalender hijriah digunakan dalam 

administrasi resmi di Provinsi Aceh.  

Berdasarkan fenomena ritual keagamaan, adat, dan 

pantangan tersebut, sangat wajar jika dalam Qanun syariat Islam 

Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang 

Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam, terdapat beberapa poin yang 

mengatur khusus penggunaan kalender Hijriah di Aceh sebagai 

bagian dari syiar Islam. "Pasal 14 Ayat (3) setiap instansi 

pemerintah/lembaga swasta dianjurkan untuk menggunakan 

penanggalan Hijriah dan Masehi dalam surat-surat resmi. Ayat 

(4) setiap dokumen resmi yang dibuat di Provinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam wajib mencantumkan penanggalan Hijriah selain 

penanggalan Masehi."  Meskipun kriteria kalender hijriah dalam 

Qanun syariat Islam di Aceh tidak disebutkan secara jelas, Majelis 

Permusyawaratan Ulama (MPU) juga belum mengeluarkan 

fatwa tentang kriteria kalender hijriah untuk wilayah Aceh.  

Untuk menelusuri kriteria kalender hijriah yang 

diterapkan dalam Qanun Syariat Islam di Aceh, penulis 

mengambil beberapa Qanun yang mencantumkan tanggal 

 
14 Rahmatul Maulida, “Rabu Nehah (Studi Etnografi tentang Larangan Turun 

Kesawan pada Masyarakat Gampong Paloh Kayee Kunyet Kecamatan 

Nisam),” Aceh Anthropological Journal 1, no. 1 (2017): 59 –79, 

https://doi.org/10.29103/aaj.v1i1.360.  
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Hijriah dan Masehi secara bersamaan yang diterbitkan setelah 

Qanun Syariat Islam tahun 2002. Beberapa Qanun tersebut 

yaitu:  

1. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Umum 

Energi Aceh yang diundangkan tanggal 18 Oktober 2019 

bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1441 H. 

2. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Pemerintahan Gampong yang disahkan pada 

tanggal 1 September 2020 yang bertepatan dengan 13 

Muharam 1442 H. 

3. Qanun Aceh nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi 

Aceh Terpadu diundangkan tanggal 25 Mei 2021 bertepatan 

dengan 13 Syawal 1442 H. 

4. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2022 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun 

Anggaran 2021 yang diundangkan pada tanggal 1 Agustus 

2022 bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1444 H. 

5. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Kerja Sama Daerah yang diundangkan pada tanggal 

6 Maret 2023 bertepatan dengan tanggal 14 Syaban 1444 

H. 

Selanjutnya, tanggal Hijriah dan Masehi dalam Qanun 

tersebut perlu dianalisis dengan melihat ketinggian hilal sudut 

elongasi maupun umur hilal pada tanggal-tanggal tersebut di 

Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, yakni:   

a. Tanggal 18 Oktober 2019 bertepatan dengan tanggal 19 

Safar 1441 H, dengan konjungsi geosentris bulan Safar yang 

terjadi pada 29 September 2019 pukul 01:36 WIB, yang 

mana tinggi hilal untuk kota Banda Aceh saat matahari 
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terbenam pukul 18:32 WIB adalah 9°31,24’ di atas ufuk, 

dengan sudut elongasi 10°16,40’;15 

b. Tanggal 1 September 2020 yang bertepatan dengan 13 

Muharam 1442 H, dengan konjungsi geosentris bulan 

Muharam yang terjadi pada 19 Agustus 2020 pukul 09:41 

WIB, yang mana tinggi hilal untuk kota Banda Aceh saat 

matahari terbenam pukul 18:51 WIB adalah 4°59,25’ di atas 

ufuk, dengan sudut elongasi 5°57,87’;16  

c. Tanggal 25 Mei 2021 bertepatan dengan 13 Syawal 1442 H, 

dengan konjungsi geosentris bulan Syawal yang terjadi pada 

12 Mei 2021 pukul 01:59 WIB, yang mana tinggi hilal 

untuk kota Banda Aceh saat matahari terbenam pukul 18:45 

WIB adalah -4°38,03’ di atas ufuk, dengan sudut elongasi 

4°33,58’;17  

d. Tanggal 1 Agustus 2022 bertepatan dengan tanggal 3 

Muharam 1444 H, dengan konjungsi geosentris bulan 

Muharam yang terjadi pada 29 Juli 2022 pukul 00:54 WIB, 

yang mana tinggi hilal untuk kota Banda Aceh saat matahari 

 
15 Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI, Ephemeris 

Hisab Rukyat 2019 (2019), 28.  
16 Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI, Ephemeris 

Hisab Rukyat 2020 (2020), 25.  
17 Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI, Ephemeris 

Hisab Rukyat 2021 (2021), 20.  
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terbenam pukul 18:56 WIB adalah -2°12,60’ di atas ufuk, 

dengan sudut elongasi 5°44,57’;18  

e. Tanggal 6 Maret 2023 bertepatan dengan tanggal 14 Syaban 

1444 H, dengan konjungsi geosentris bulan Syaban yang 

terjadi pada 20 Februari 2023 pukul 14:05 WIB, yang mana 

tinggi hilal untuk kota Banda Aceh saat matahari terbenam 

pukul 18:52 WIB adalah 2°18,87’ di atas ufuk, dengan 

sudut elongasi 4°33,93’.19 

 

Dasar Pertimbangan Anjuran Penggunaan Penanggalan 

Hijriah dalam Dokumen Resmi Pemerintah/Lembaga Swasta 

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam  

Secara umum, syariat Islam mencakup aspek akidah, 

ibadah, muamalah, dan akhlak. Setiap muslim diharuskan 

mematuhi semua aspek tersebut. Ketaatan dalam hal akidah dan 

ibadah sangat bergantung pada kualitas iman, takwa, dan hati 

nurani individu. Isi Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 

Nomor 11 Tahun 2002 mencakup tiga aspek penting yang 

menjadi dasar bagi masyarakat dalam menjalankan ajaran Islam, 

yaitu akidah, ibadah, dan syiar Islam. Untuk mengagungkan 

Islam dalam kehidupan masyarakat, syiar Islam menjadi bagian 

krusial dan tak terpisahkan dalam pelaksanaan syariat Islam di 

Aceh.   

 
18 Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI, Ephemeris 

Hisab Rukyat 2022 (2022), 22. 
19 Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI, Ephemeris 

Hisab Rukyat 2023 (2023), 18. 
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Kata syiar berasal dari "syu'ur" yang berarti rasa, karena 

syiar dibangun agar setiap orang yang melihatnya merasakan 

keagungan Allah. Selain itu, syiar juga bisa diartikan sebagai 

tanda atau petunjuk yang dipasang untuk mengenali sesuatu atau 

menyampaikan informasi kepada orang-orang yang sebelumnya 

tidak tahu menjadi tahu.20 Syiar Islam menjadi bagian integral 

dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh, karena merupakan 

sarana untuk mengagungkan ajaran Islam dalam kehidupan 

masyarakat. Kegiatan penyelenggaraan syiar Islam ini mencakup 

memperingati hari-hari besar Islam, menggunakan tulisan Arab 

Melayu di samping tulisan Latin, serta mencantumkan 

penanggalan hijriah dan masehi dalam surat-surat resmi. Selain 

itu, orang Islam diwajibkan berbusana islami di kantor, sekolah, 

tempat wisata, pasar, dan tempat-tempat umum lainnya.  

Jika ditelaah lebih lanjut, anjuran penggunaan 

penanggalan hijriah di samping penanggalan masehi pada 

dokumen resmi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 

merupakan bentuk mewujudkan syiar Islam dalam lingkup 

syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini 

menjadi penting mengingat syariat Islam adalah hukum daerah 

yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 

Implementasi syiar Islam melalui Qanun ini menunjukkan 

komitmen pemerintah dan masyarakat Aceh dalam menjalankan 

syariat Islam secara menyeluruh.21   

 
20 Juli Ahsani, Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 dan Dampaknya 

Terhadap Kerukunan Umat Beragama Di Kota Banda Aceh (Tangerang 

Selatan: Cinta Buku Media, 2017), 60.  
21 Ismail dan Bastiar, “Dinamika Kalender Hijriah dalam Qanun Syariat Islam 

Provinsi Aceh,” Al-Qalam 26, no. 2 (2020): 255–66. 
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Penggunaan penanggalan hijriah dalam dokumen resmi di 

Aceh memiliki dasar historis dan keagamaan yang kuat. Dalam 

konteks sejarah Islam, penanggalan hijriah dimulai sejak 

peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekkah ke 

Madinah pada tahun 622 Masehi. Peristiwa hijrah ini tidak 

hanya menjadi titik awal penanggalan Islam tetapi juga menandai 

awal dari penyebaran Islam yang lebih luas dan pembentukan 

komunitas Muslim yang pertama. Oleh karena itu, penggunaan 

penanggalan hijriah memiliki makna spiritual yang mendalam 

bagi umat Islam, termasuk di Aceh.  

Di Aceh, penggunaan penanggalan hijriah dalam dokumen 

resmi adalah salah satu upaya untuk menjaga identitas Islam 

dalam kehidupan publik dan administrasi pemerintahan. 

Penggunaan penanggalan ini diatur dalam Qanun Nomor 11 

Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, yang 

secara eksplisit menyebutkan pentingnya mengintegrasikan 

elemen-elemen Islam dalam berbagai aspek kehidupan 

masyarakat, termasuk dalam bidang administrasi publik.  

Dasar penggunaan penanggalan Hijriah di Aceh antara 

lain:  

1. Simbol Identitas Islam  

Penggunaan penanggalan hijriah dalam dokumen 

resmi merupakan simbol dari identitas Islam yang kuat di 

Aceh. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dan 

masyarakat Aceh untuk mempertahankan warisan Islam 

dan memastikan bahwa ajaran Islam menjadi bagian 

integral dari kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan 

penanggalan hijriah, masyarakat diingatkan akan 

pentingnya peristiwa-peristiwa bersejarah dalam Islam dan 

makna spiritual yang terkandung di dalamnya.  
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2. Implementasi Qanun Syariat Islam  

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 

11 Tahun 2002 merupakan landasan hukum bagi 

pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Qanun ini tidak hanya 

mengatur aspek-aspek hukum dan peradilan tetapi juga 

mencakup elemen-elemen budaya dan sosial yang harus 

dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam. Penggunaan 

penanggalan hijriah adalah salah satu implementasi 

konkret dari Qanun ini, yang bertujuan untuk 

menciptakan sistem pemerintahan dan masyarakat yang 

sejalan dengan nilai-nilai Islam.  

3. Pendidikan dan Sosialisasi Nilai-nilai Islam  

Penggunaan penanggalan hijriah dalam dokumen 

resmi juga berfungsi sebagai sarana pendidikan dan 

sosialisasi nilai-nilai Islam. Dengan melihat penanggalan 

hijriah pada surat-surat resmi, masyarakat diingatkan akan 

kalender Islam dan pentingnya memperingati hari-hari 

besar Islam. Hal ini membantu meningkatkan kesadaran 

dan pengetahuan masyarakat tentang sejarah Islam dan 

pentingnya menjalankan ajaran agama dalam kehidupan 

sehari-hari.  

4. Kebijakan Pemerintah Aceh  

Pemerintah Aceh secara aktif mendorong 

penggunaan penanggalan hijriah sebagai bagian dari 

kebijakan untuk memperkuat pelaksanaan syariat Islam. 

Instruksi dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah 

daerah sering kali mencantumkan penanggalan hijriah 

sebagai salah satu persyaratan administrasi. Ini 

menunjukkan keseriusan pemerintah dalam 
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mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem 

birokrasi dan administrasi publik.  

Penggunaan penanggalan hijriah dalam dokumen resmi di 

Aceh membawa berbagai manfaat dan dampak positif, baik dari 

segi keagamaan maupun sosial antara lain: 

1. Menguatkan identitas Islam  

Dengan mencantumkan penanggalan hijriah pada 

dokumen resmi, identitas Islam masyarakat Aceh semakin 

kuat. Hal ini membantu memperkuat rasa kebanggaan 

terhadap warisan Islam dan meningkatkan kesadaran 

tentang pentingnya ajaran Islam dalam kehidupan sehari-

hari.  

2. Meningkatkan kesadaran sejarah  

Penggunaan penanggalan hijriah membantu 

masyarakat untuk lebih mengenal sejarah Islam. Peristiwa-

peristiwa penting dalam sejarah Islam yang ditandai 

dengan tanggal hijriah dapat diingat dan diperingati 

dengan lebih mudah, sehingga meningkatkan pengetahuan 

sejarah Islam di kalangan masyarakat.  

3. Harmonisasi Kehidupan Beragama dan Bernegara  

Menggunakan penanggalan hijriah dalam 

administrasi publik menunjukkan bagaimana nilai-nilai 

agama dapat diintegrasikan ke dalam sistem pemerintahan 

modern. Hal ini menciptakan harmoni antara kehidupan 

beragama dan bernegara, menunjukkan bahwa keduanya 

dapat berjalan beriringan tanpa saling bertentangan.  

4. Peningkatan Pendidikan Keagamaan  

Penanggalan hijriah dalam dokumen resmi juga 

berfungsi sebagai alat pendidikan. Dengan terus menerus 

melihat dan menggunakan penanggalan hijriah, 
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masyarakat, terutama generasi muda, menjadi lebih akrab 

dan paham dengan kalender Islam dan peristiwa-peristiwa 

penting yang terkait.  

Meskipun memiliki banyak manfaat, penggunaan 

penanggalan hijriah dalam dokumen resmi di Aceh juga 

menghadapi beberapa tantangan. Beberapa di antaranya adalah 

tidak semua masyarakat, terutama yang lebih muda, memiliki 

pemahaman yang mendalam tentang penanggalan hijriah. Oleh 

karena itu, perlu adanya upaya edukasi yang terus menerus untuk 

memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memahami dan 

menghargai pentingnya penanggalan hijriah. Selanjutnya dalam 

penerapannya diperlukan integrasi dengan sistem modern yang 

mana membutuhkan penyesuaian teknis. Sistemsistem ini harus 

diadaptasi untuk dapat menangani dua sistem penanggalan 

secara bersamaan. Selain itu dalam penerapan penggunaan 

pennaggalan hijriah harus ada konsistensi dalam penerapannya 

di semua tingkat pem erintahan dan sektor publik. Ini 

memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat 

dalam administrasi publik di Aceh, hal ini menyangkut 

efektivitas penggunaan penanggalan hijriah.   

Penggunaan penanggalan hijriah dalam dokumen resmi di 

Aceh adalah salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan syariat 

Islam di provinsi ini. Dengan dasar yang kuat dalam sejarah dan 

ajaran Islam, serta didukung oleh regulasi dan kebijakan 

pemerintah, penggunaan penanggalan hijriah berfungsi untuk 

menguatkan identitas Islam, meningkatkan kesadaran sejarah, 

dan menciptakan harmoni antara kehidupan beragama dan 

bernegara. Meskipun menghadapi beberapa tantangan, 

komitmen dan upaya yang terus menerus dari pemerintah dan 

masyarakat Aceh menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat 
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diintegrasikan secara efektif ke dalam kehidupan modern, 

menjadikan Aceh sebagai contoh yang unik dan inspiratif dalam 

pelaksanaan syariat Islam. 

 

Konsistensi Kriteria Penanggalan Hijriah Yang Digunakan 

Dalam Dokumen Resmi Pemerintah/Lembaga Swasta Di 

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam  

Dalam penelitian ini, penulis menelaah konsistensi 

penggunaan penanggalan Hijriah dalam dokumen resmi 

pemerintah/Lembaga swasta di Provinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam, dengan fokus pada kesesuaian terhadap kriteria yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian 

Agama Republik Indonesia, baik kriteria MABIMS maupun Neo 

MABIMS, selama periode 2019-2023.  

Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah Republik 

Indonesia melalui Kementerian Agama Republik Indonesia 

merubah kriteria penentuan awal bulan kamariah dari kriteria 

MABIMS dengan tinggi hilal 2°, sudut elongasi 3°, dan umur 

hilal 8 jam menjadi kriteria Neo MABIMS dengan tinggi hilal 3° 

dan sudut elongasi 6,4°. Perubahan ini dikarenakan kriteria lama 

dianggap terlalu rendah untuk dapat dilihat dengan alat ataupun 

mata sehingga secara saintifik kurang bisa 

dipertanggungjawabkan.   

Pada bagian ini penulis akan melihat konsistensi 

penggunaan kriteria MABIMS dan Neo MABIMS dan 

mengkomparasikannya melalui ephemeris hisab rukyat tahun 

2019 sampai dengan tahun 2023, sebagai berikut:  

1. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Umum 

Energi Aceh yang diundangkan tanggal 18 Oktober 2019 

bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1441 H ; Konjungsi 
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bulan Safar bertepatan dengan tanggal 29 September 2019 

yang mana ijtima terjadi pada pukul 01:26 WIB dan saat 

matahari terbenam pada pukul 18:32 WIB markas Banda 

Aceh ketinggian hilal 09°31,24’, dengan sudut elongasi 

10°16,40’dan umur hilal 17 jam 6 menit dari data tersebut 

disimpulkan bahwa tanggal 1 Safar 1441 H jatuh pada 

tanggal 30 September 2019 sehingga tanggal 19 Safar 1441 

H bertepatan dengan tanggal 18 Oktober 2019 dan jika 

dikomparasikan dengan kriteria MABIMS yang saat itu 

masih digunakan, penanggalan hijriah pada Qanun ini 

sesuai dengan kriteria MABIMS.   

 
Gambar 1. Tanggal hijriah Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 201922  

  

 
22 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2019 Rencana Umum Energi Aceh (2019), 

12.  
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Gambar 2. Daftar waktu ijtima dan tinggi hilal 201923 

 

 
23 Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI, Ephemeris 

Hisab Rukyat 2019, 17.  
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Gambar 3. Data posisi hilal penentu awal bulan Safar 1441 H24 

 

2. Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Pemerintahan Gampong yang disahkan pada tanggal 1 

September 2020 yang bertepatan dengan 13 Muharam 1442 

H ; Konjungsi bulan Muharam bertepatan dengan tanggal 

19 Agustus 2020 yang mana ijtima terjadi pada pukul 09:41 

WIB saat matahari terbenam pada pukul 18:51 WIB markas 

Banda Aceh ketinggian hilal 5°57,52’, dan dengan sudut 

elongasi 5°57,87’ dan umur hilal 9 jam 10 menit dari data 

tersebut disimpulkan bahwa tanggal 1 Muharam 1442 H 

jatuh pada tanggal 20 Agustus 2020 sehingga tanggal 13 

Muharam 1442 H bertepatan dengan tanggal 1 September 

2020 dan jika dikomparasikan dengan kriteria MABIMS 

 
24 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2019 Rencana Umum Energi Aceh, 28. 
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yang saat itu masih digunakan, penanggalan hijriah pada 

Qanun ini sesuai dengan kriteria MABIMS. 

 

 
Gambar 4. Tanggal hijriah Qanun Kabupaten Aceh Besar 

Nomor 2 Tahun 202025 

 
 

25 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang 

Pemerintahan Gampong (2020).  
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Gambar 5. Daftar waktu ijtima dan tinggi hilal 201926 

  
Gambar 6. Data posisi hilal penentu awal bulan Muharam 1442 

H27 

 
26 Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI, Ephemeris 

Hisab Rukyat 2020, 17.  
27 Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI, Ephemeris 

Hisab Rukyat 2020, 25. 
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3. Aceh nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh 

Terpadu diundangkan tanggal 25 Mei 2021 bertepatan 

dengan 13 Syawal 1442 H ; Konjungsi bulan Syawal terjadi 

pada tanggal 12 Mei 2021 yang mana ijtima terjadi pada 

pukul 01:59 WIB, saat matahari terbenam pada pukul 18:45 

WIB markas Banda Aceh ketinggian hilal -04°38,03” 

dengan sudut elongasi 4°33,58’ dan umur hilal 16 jam 46 

menit dari beberapa data tersebut disimpulkan bahwa 

tanggal 1 Syawal 1442 H jatuh pada tanggal 13 Mei 2021 

sehingga tanggal 13 Syawal 1442 H bertepatan dengan 

tanggal 25 Mei 2021 dan jika dikomparasikan dengan 

kriteria MABIMS yang saat itu masih digunakan, 

penanggalan hijriah pada Qanun ini sesuai dengan kriteria 

MABIMS. 

 
Gambar 7. Tanggal hijriah Qanun Aceh nomor 7 Tahun 202028 

 
28 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Aceh 

Terpadu (2021).  
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Gambar 8. Daftar waktu ijtima dan tinggi hilal 202129  

 
29 Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI, Ephemeris 

Hisab Rukyat 2021, 15.  
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Gambar 9. Data posisi hilal penentu awal bulan Syawal 1442 

H30 

 

4. Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 yang 

diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2022 bertepatan 

 
30 Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI, Ephemeris 

Hisab Rukyat 2021, 20. 
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dengan tanggal 3 Muharam 1444 H  ; Konjungsi bulan 

Muharam bertepatan dengan tanggal 29 Juli 2022 yang 

mana ijtima terjadi pada pukul 00:54 WIB dan saat 

matahari terbenam pada pukul 18:56 WIB markas Banda 

Aceh ketinggian hilal -02°12,60’ dengan sudut elongasi 

5°44,57’ dan umur hilal 18 jam 2 menit dari beberapa data 

tersebut disimpulkan bahwa tanggal 1 Muharam 1444 H 

jatuh pada tanggal 30 Juli 2022 sehingga tanggal 3 Muharam 

1442 H bertepatan dengan tanggal 1 Agustus 2022 dan jika 

dikomparasikan dengan kriteria Neo MABIMS yang saat ini 

digunakan, penanggalan hijriah pada Qanun ini sesuai 

dengan kriteria Neo MABIMS. 
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Gambar 10. Tanggal hijriah Qanun Kabupaten Aceh Utara 

Nomor 3 Tahun 202231 

 

 
Gambar 11. Daftar waktu ijtima dan tinggi hilal 202232 

 

 
31 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2022 Tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 (2022).  
32 Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI, Ephemeris 

Hisab Rukyat 2022, 14.  
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Gambar 12. Data posisi hilal penentu awal bulan Muharam 

1444 H33 

 
5. Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kerja 

Sama Daerah yang diundangkan pada tanggal 6 Maret 2023 

 
33 Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI, Ephemeris 

Hisab Rukyat 2022, 22. 
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bertepatan dengan tanggal 14 Syaban 1444 H; Konjungsi 

bulan Syaban bertepatan dengan tanggal 20 Februari 2023 

yang mana ijtima terjadi pada pukul 14:05 WIB dan saat 

matahari terbenam pada pukul 18:52 WIB markas Banda 

Aceh ketinggian hilal 02°38,94’ dengan sudut elongasi 

4°33,93’ dan umur hilal 4 jam 46 menit dari beberapa data 

tersebut disimpulkan bahwa tanggal 1 Syaban 1444 H jatuh 

pada tanggal 22 Februari 2023 sehingga tanggal 14 Syaban 

1442 H bertepatan dengan tanggal 7 Maret 2023 dan jika 

dikomparasikan dengan kriteria Neo MABIMS yang saat ini 

digunakan, penanggalan hijriah pada Qanun ini tidak sesuai 

dengan kriteria Neo MABIMS karena yang dicantumkan 

adalah tanggal 6 Maret 2023.  

 

  
Gambar 13. Tanggal hijriah Qanun Kabupaten Aceh Timur 

Nomor 1 Tahun 202334  

 

 
34 Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kerja Sama 

Daerah (2023).  
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Gambar 14. Daftar waktu ijtima dan tinggi hilal tahun 202335  

  

 
35 Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI, Ephemeris 

Hisab Rukyat 2023, 15.  
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Gambar 15. Data posisi hilal penentu awal bulan Syaban 1444 

H36 

 

 

 

 

 
36 Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI, Ephemeris 

Hisab Rukyat 2023, 18. 
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Tabel Data kesesuaian kriteria penanggalan hijriah Pemerintah 

Provinsi NAD dengan Kementerian Agama RI 

No. Tahun 

Tanggal 

Hijriah dan 

Masehi 

Data Hilal di 

Ephemeris 

(Markaz Banda Aceh) 

Kriteria Keterangan 

1.  2019  18 Oktober 

2019 

bertepatan 

dengan 

tanggal 19 

Safar  

1441 H  

Tinggi hilal : 9°31,24’  MABIMS  Sesuai  

Elongasi : 10°16,40’  

Umur Hilal : 17 j 6 m  

Tanggal 1 Safar 1441 H 

bertepatan dengan 30 

September 2019 

sehingga tanggal 19 

Safar 1441 H 

bertepatan dengan 18  

Oktober 2019 M  

2.  2020  1 September 

2020 

bertepatan 

dengan 13 

Muharam 

1442 H  

Tinggi hilal : 4°59,25’  MABIMS  Sesuai  

Elongasi : 5°57,87’  

Umur Hilal : 9 j 10 m  

Tanggal 1 Muharam 

1442 H bertepatan 

dengan 20 Agustus 

2020 sehingga tanggal 

13 Muharam 1442 H 

bertepatan dengan 1 

September 2020 M  

3.  2021  25 Mei 

2021 

Tinggi hilal : -4°38,03’  MABIMS  Sesuai  

Elongasi : 4°33,58’  

Umur Hilal : 16 j 46 m  
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bertepatan 

dengan 13  

Syawal 1442 

H  

Tanggal 1 Syawal 1442 

H bertepatan dengan 13 

Mei 2021 sehingga 

tanggal 13 Syawal 1442 

H bertepatan dengan 25 

Mei 2021 M  

4.  2022  1 Agustus 

2022  

bertepatan 

dengan 

tanggal 3 

Muharam  

1444 H    

Tinggi hilal : -2°12,60’  Neo  Sesuai  

Elongasi : 5°44,57  MABIMS   

Umur Hilal : 18 j 2 m  

Tanggal 1 Muharam 

1444 H bertepatan 

dengan 30 Juli 2022 

sehingga tanggal 3 

Muharam 1444 H 

bertepatan dengan 3 

Muharam 2022 M  

5.  2023  6 Maret 

2023 

bertepatan 

dengan 

tanggal 14 

Syaban  

1444 H  

Tinggi hilal : 2°18,87  Neo  

MABIMS  

Tidak Sesuai  

Elongasi : 4°33,93’   

Umur Hilal : 4 j 46 m  

Tanggal 1 Syaban 1444 

H bertepatan dengan 22 

Februari 2023 sehingga 

tanggal 14 Syaban 1444 

H bertepatan dengan 7 

Maret  

2023 M  

  

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Qanun 

pemerintah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rentang 

waktu tahun 2019 sampai dengan 2023 sudah menerapkan 

anjuran penggunaan penanggalan hijriah, namun untuk 
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konsistensi kriteria yang digunakan terdapat perbedaan dengan 

kriteria yang digunakan oleh pemerintah. Pada tahun 2019 

sampai dengan 2022 ketetapan tanggal hijriah antara Qanun 

pemerintah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sesuai dengan 

ketetapan tanggal pemerintah yaitu Qanun tahun 2019 sampai 

dengan tahun 2021 menggunakan kriteria MABIMS dan 

Qanun tahun 2022 menggunakan kriteria Neo MABIMS. 

Namun pada tahun 2023 ketetapan tanggal hijriah di Qanun 

Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kerja 

Sama Daerah berbeda dengan ketetapan pemerintah (berbeda 1 

hari dengan kriteria Neo MABIMS). Dengan demikian dalam 

penerapan anjuran penanggalan hijriah belum konsisten sesuai 

kriteria yang digunakan Kementerian Agama Republik 

Indonesia. 
 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa 

anjuran penggunaan penanggalan Hijriah dalam dokumen 

resmi pemerintah dan lembaga swasta di Provinsi Nanggroe 

Aceh Darussalam didasarkan pada komitmen religius dan 

kultural untuk menerapkan syariat Islam secara menyeluruh 

serta sebagai bentuk syiar Islam dalam kehidupan masyarakat. 

Penggunaan penanggalan Hijriah mencerminkan identitas khas 

Aceh dan upaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam 

sistem administrasi modern. Namun, meskipun anjuran ini 

telah diterapkan dalam berbagai Qanun dari tahun 2019 hingga 

2023, konsistensi dalam penggunaan kriteria penanggalan 

Hijriah belum sepenuhnya tercapai. Hal ini terlihat dari 

perbedaan penetapan tanggal Hijriah antara dokumen resmi 

pemerintah Aceh dan ketetapan pemerintah pusat, khususnya 
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pada tahun 2023, yang menunjukkan perlunya harmonisasi 

antara penerapan lokal dan standar nasional yang digunakan 

oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. 
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